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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Implementasi Prinsip-prinsip 

Good governance dalam pelayanan publik yang telah dipaparkan diatas maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prinsip resposivitas Good Governance di kantor Kecamatan Alas Barat 

sudah di implementasikan dengan baik dimana pegawai instansi 

mengutamakan pada interaksi antara pemerintah dengan masyarakat serta 

bersikap sopan, ramah dan berkomunikasi dengan bahasa yang mudah 

dimengerti. 

2. Prinsip efektivitas dan efesien Good Governance di kantor Kecamatan Alas 

Barat sudah baik, dimana kemudahan dalam proses pelayanan cepat serta 

mengutamakan pemenenuhan kebutuhan masyarakat, meskipun masih ada 

kendala dalam prasarana yang belum memedai tidak menurunkan kualitas 

yang diberikan kemasyarakat. 

3. Prinsip keadilan Good Governance di kantor Kecamatan Alas Barat belum 

di implementasikan dengan baik, dimana masih ada pegawai yang 

menggunakan sistem nepotisme dalam memberikan pelayanan  

4. Prinsip tranparansi Good Governance di kantor Kecamatan Alas Barat 

belum di impementasikan dengan baik, dimana penyampaian informasi 

masih lisan dan kurangnya prasarana pendukung seperti papan informasi 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Faktor-faktor penghambat 

pelayanan publik yang telah dipaparkan diatas maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Faktor kesadaran masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan 

administrasi, dimana masyarakat masih kurang dalam melengkapi 

persyaratan yang menjadi kebutuhan dokumen sering kali adanya 

kesalahan.  

2. Faktor sarana dan prasarana di kantor Kecamatan Alas Barat dalam 

melakukan pelayanan publik masih belum memadai, dimana fasilitas seperti 

komputer, printer, papan informasi dan bagan/alur prosedur pelayanan 

sebagai informasi awal bagi masyarakat sangatlah kurang. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas 

maka dapat diambil saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah kecamatan Alas Barat harus meningkatkan kualitas pelayanan 

serta membasmi habis penyakit-penyakit lama (KKN) demi meningkat 

mutu pelayanan yang optimal serta sesuai harapan masyarakat sebagai 

pengguna jasa pelayanan publik. 

2. Pemerintah kecamatan Alas barat perlu membenahi dan melengkapi 

fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan seperti komputer harus di tambah 

lagi, papan informasi dan alur/bagan prosedur pelayanan yang harus segera 

dibuat supaya masyarakat lebih terbantu dan tidak kebingungan. 
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